
PEMTURAN DAERAH PROVINSI DAEMH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NO|\,4oR 1 TAHUN 2011

TEN'IANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAMRTA,

Menimbang :a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 1gl ayat (i) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2r)08,
Gubernur menga.jukan Rancangan peraturan Daerah tentang Anggirran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daorah
untuk dibahas dan disetuiui bersama:

Mengingat

c.

:1

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam hurL,i a.
merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 1 19 Tahun 2010
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi Daerah KhUSus
lbukota Jakarta Tahun 2011 yang dtabarkan ke dalam Kebijakan UnrLrm
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plalon
anggaran yang telah disepakati bersanra antara pemerintah pro,/insr
Daerah Khusus lbukoia Jakarta dengan Dewan perwakilan Rakyat Da()rah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Angllilran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarcn2011;

Undang-tJndang Nomor 12 Tahun .1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran NeJara Republik Indonesia Tahun .1985 Norfloi 68.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3:i12)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor i2 Ti.nun
'1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor {j2.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 ientang Bea perolehan Hak r\ias
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun .j 997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik IncJonesia Nomor 36Bt ).
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3. Undang-Undang Nomor 28 TahLtn 1999 tentang PenyelengEaraan Negafa
yang Beisih dan Bebas daii Korupsi, l(olusi dan l'lepctisme (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomof 75, Tarrbahan Lembafan
Negara Republik Indonesia Nomor 3BSi );

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor,l2BO);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 flomor 5, Tambairan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Ncmor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia l-ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor '15 Tahun 2004 tentang Pemeril(saan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan l..legr a (Len]baran Negafa
Republil( lndonesla Tahun 20C4 Nomor 60, T;imbititan Le baran Nega|a
Republik In{ionesia Nomor 4400);

Undang-Undano Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunen Nasional (Lembaian Negara Repubiik lndonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran I'legara Republik Indcncsia Nlonrol
4421);

Undang-Undang Nonror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeral-l
(Lembaran Negara Republii( lndonesia Talrun 200.i Ncmor'125, Tambahan
Lembaran Negara Republil( lndone5ia trlJnt:l 44J7l !:baganelo tciah
beberapa kali diubah, leral(hir der0an Uf,Cang-Undang Ncnror i2 Tahun
2008 (Lernbaran Negara Republii< Indonesia l-ahLr|1 2008 Nonror 59,
Tambahan Lembamn NeEara Republil! lnclofesia l',loinoi 48.14);

lJndang-Undang Nomof 33 Tahun 2t04 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Puset dan Pemerintehan Daa)-,ah (L.ernbaran f'.legara
flepubllk lndonesia -fahun 2004 Nornor 126, -fa.nllahan Lembaran Negar.t
l?el Jblt; 'nJof.si.r \om r4 Jg/:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penerintahan Provinsi
Daerah KhLrsus lbukota Jal(aria sebagai lbuliota Nlegara Kesatuan
Republik Indonesi3 (Lembefan NeEera Ret-rultlik l.rdo!.esia l-ahun 2007
Nomor 93 Tambahan Lembafan Negare Republik Indonesja Nomor 471i4);

Undang-ljndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retrlbusi Daer-,:h (Len]baran Negar'a Reir:[]iik Inrtonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan L-embaran Negar3 R.publik Indcnesia Nomor
50,19);
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Peraturan Pemerintah Nomof 65 Tahun 2001 tentang pajak Daeran
(Lembaran Negara Republik lndonesia Ta|tun 2001 N;mor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4.138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Tamllahan Lembaran Negara ReDLiblik lndonesia lihun 2001 l.loirrol
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggoia Dewan perv/akilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republjk lndonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaian Negara Republll( lridoncsia Nomor 44..j 6)
sebagaimana telah beberapa kali diubah tefaklrir dengan peratLrran
Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Nlcgara Republ k Indonesra
Tahun 2C07 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Reilublik lndonesia
Nonor 471 i);

Peraturan Pemerintah Non]or 23 Tahun 2005 tentang pengelolaa|r
Keuangan Badan Layanan Umum (l embaran Nega.a Republjk lndoncsra
Tahun 2005 Nomor 43, 'fambahan Lembaran lleoa,a Repub]il( lndoncsia
Nomor 45C.?);

17. Peraluran Penerintal'r Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntan,"l
Pemerintahan (Lembafan Negara Reoublik jn(lcnesia Tahun 2005 Nonroi.
49, Ta bahan Lefibafan l\egara liepublili lridonesia []omoi- 45C3);

Peratulan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 lentang p]njanran Daefah
(Len'rbaran Negara Republik indonesia -lahlin 20C5 Nonor i3Lj,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inrlonesia ilorr.rof 457,f);

Peraturan Pemerintah Nonof 55 Tahlr| 2005 lcnrcn0 Ddna p-rimbanoan
{Lenrbaran lJegara Repui)ijk Indonesla Tahun 2C05 Nr]ntcr 137,
Tambahan Lembaran l'.ieoafa i:iepubljk lndoncsia f,lomor 4S75);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistenl Injofn.rasl
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tal.tun 2005
Nomor 138, Tanbahan Lembaran l\egera Repubiik ln.lencsia Nontur
4 

q?0):

Peraturan Pemerintalr Nonror 57 l-ahun 2005 tcniang Hibah (Lembaran
NeCara Republlk ln.lonesia Tahun 2C05 Nomoi 139, fimbahan Lcmbar-arr
Negara Republik Inionesia Nornor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang pengetoLaan
Keuangan Daerijh (Lembaran Negara Republik lncjonesia TahJn zoosNomor 140, l'ambahan Lembaran llegara Rcpubiil( Indonesla
Nornor 4576);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20OS tentang p_.doman
Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan tu4inimal (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor '150, Tambahan Lernbafan
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pcdornan
Penrbinaan dan Pengalvasan Penyelenggaraan Pemerintahan Lraerah
(Lembarar Negara Republik Indonesia -f.rhun 2005 Nomof 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Non'ror 4593),

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barrng
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia TahLrn 2005
Nonrof 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Pefaturan Pemedniah Nomor 3B Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia liornor,1855):

26. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Peiaporan Keuangan
dan Kineaja Instansi Pemerintah (Lembaran Nega:a Republik lndoncsia
Tahun 20CO i{omor 25, Tarnbahan Lembaran Nlegara Republik Indoncsia
Nomor 4614);

27. Peraturar] Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 teniang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daefah, sebagerimana tel.rh diubJh dcnE.ln
Peraturan lMenteri Dalam Negeri Nonof 59 Tahur 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapaian dan Belanja Daeral-r Tahun A.nOgaran

2011:

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tal-run 2004 tentang Pengelolaan Baranll
Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerall Khusus lbul(ota JakalLa
Tahun 2004 Nomor 72);

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 teniang KedudLrkan l(euangan
Pimpinan dan Anggola Dewan Pe[,,/akilan Rakyal Daerah Prc]plnsl Daerah
Khusus lbul(ota Jakarta (Lembaran Daerah propjnsi Daeral-r Klrusus
lbukota Jakaila Tahun 2004 Nomor 112);

31. Peraturan Daerah i\omor 5 Tahun 20C7 tentang Pokok-pokok Pe[gelo]aan
Keuangan Daemh (Lembaran Daeiah Pef.e nlah Prcvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Nonror 10 Tahun 2008 teniang Organisasi Perangkal
Daerah (Lern)aran Daerah Pemerintah Prc,/ii]si Daerah l(husus ibukota
Jakada Tahrn 2008 Nomor 10).
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MEMUTUSKAN :

lvlenetapkan : PERATUMN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAEMH TAHUN ANGGAMN 201 1 .

Pasal 1

Anggar:ln Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20j 1 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2- Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAEMH KHUSUS IBU}<OTA JAKARTA

Rp 26.07S.200.674.665,00

Rp 27.875.807.120.065,00

Rp (1.7S6.606.445.400,00)

Rp 2.428 .534 .7 45 .4A0 ,0A

Rp 631 .928.300.000,00

Pembiayaan Netto Rp 1 .706.606.445,4 00,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksucl clalam pasal ,l terdiri dari :

a. Pendapatan Asti Daerah sejumlah Rp 1 tj.U22.580.846.66S,00
b. Dana Perimbangan sejujnlah Rp 8.909.300.000.000,00
c. Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah sejurnlah Rp 1 .14tj.7.1 9.828.000,00

(2) Pendapatan Asri Daerah sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenispendapatan i

a. Pajak Daerah sejumtah Rp 13.709.000.000.000,00



b.

C.

Retribusi Daerah sejumlah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
selumtan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

D^ana 
-Pedmbangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)penoapaian:

a. Dana Bagi Hasil pajaldBagi Hasil Bukan pajak sejunrlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

Lair.t-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagajmana dimaksudoarjlents pendapatan :

a. Hibah sejumlah

b. Dana Darurat sejunllah

c. Dana Ba,J Hasil pajak dari p.ovjnsi ddn pemetinlah
uaeran Latnnya sejumTah

d. Dana Penyesuaian dan Olonomi Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

DaerahLainnya sejumlah

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

425.000.000.000,00

225.000.000.000,00

1 .663.580.846.665,00

(3)

(4)

hufuf b terdiri dari jenis

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

b. Belanja Langsung sejumlah
(2) Belanja fidak Langsung sebagaimana

belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belanja Bunga sejumlah

c. Belanja Siubsidi sejumlah

d. Betanja l-tibah sejurnlah

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

f. Belanja Bagi Hasit sejumlah

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

h. Belanja Tidak TerCuga seju,. jian

8.700.000.000.000,00

209.900.000.000,00

0,c0

pada ayat (1) huruf c terdiri

Rp 594.000.000.000,00

Rp o,oc

Rp o,oo

552.719.828.000,00

0,00

Pasal 3

dalam Pasal l terdiri dari :

Rp 9.534.312.666.561,C0

Rp .t 
B.341 .494.453.504,00

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Rir 8.52'1.338.651.56j,00

Rp 4.353.828.000,00

Rp o,oo

Rp 865.613.8i 6.819,00

Rp 58.527.900.000,00

Rp o,oo

Rp 1 .350.000.000,00

Rp 83.078.470.181,00

Rp

Rp



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf
a. Belanja Pegawai sejunllah

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

c. Belanja N,4odal sejumlah

b terdiri darijenis belanja:

Rp 1.212.460196.618,68

Rp 9.071.099.996.132,66

Rp 8.A57 .934.260 .7 52,66

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri claa :

a. Penerim€Lan sejumlah Rp 2.42B 534.745.400,00
b Pengeluaran sejumlah Rp 63 i .928.300.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada

a. Sisa Lebih Pethitungan Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) sejumtah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumiah

c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Sejumlah

d. Penerimaan

e. Penerimaan

1. Penerimilan

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah
sejumlah

Pembayaran Pokok Utang sejumlah

Pemberiltn Pinjaman Daerah sejumlah

Pinjaman Daerah sejumlah

Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

Piutang Daerah sejumlah

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Tahun Anggafan
Rp

Iti)

Rp

Rp

Rp

2.428.534.745.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:

0,00

yang Dipisahkan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lturuf b terdiri dari ienis pembiavaan

C

d

Rp

Daerah Rp 594.000.000.000,00

1 1 .228.300.000,00

26.700.000.000,00

Rp

Rp

Pasal 5

uraian lebih lanjut Anggaran pendapaian dan Belanja Daerah sebagaimana drmaksuci dalamPasal 1, tercantum dalam Lampiran ),ung rnerupuian begian yaig trdak terpisahkan dariPeratlrran Daerah lni, terdiri dad:

a.

b.

La mptran

Lartrpiran

Ringkasan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Anggaian pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pe'ner:ntahan ' ..dh dan OiEcni-..1"i;



c. Lampiran lll

d. Lampiran lV

e. Lainpiran V

f. Lampiran Vl

g. Lampiran Vll

h. Lampiran Vlll

i. Lalnpiran lX

j. Lampiran X

k. Lampiran Xl

Larnpiran Xll

Larnpiran Xlll

t.

m.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan, Belanja dan pembiayaan,

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisast,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan KeterpaduJn UrLrsan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi cjaiam Kerangka pengelolaan Xeuangon
Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan l\,4odal (investasi) Daefah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah,
Daftar Perkiraan Penambahan cjan pengurangan Aset Lain_Lain;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaian ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Daftar Pinjanran Daerah.

Pasal 6

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peratufan Daerah ini,
Guberitur tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
operasional pelaksanaan ApBD.

Gubernur menetapkan peraturan

Belanja Daerah sebagai lanclasan

Pasal 7

Dalam keadaan darufat, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang seranjutnya ciiusurkan dalam Rancangan pefubahan ApBD,
dan/atau disampaikan daiam Laporan Realisasi Anggaran

Posal B

Dalam rangka menganlisipasi belanja rrntuk keperluan mendesak, pemer ntah provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan daru.at L|rruK penanggutangan
bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penuiaran penyakit, kerusuhan massal dan
kejadian luar blasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
TAHUN 2011 I\]OMOR T

Pasal I

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mencakup
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersed!a dalam
tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimJulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakal.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung
sejak tirnggal I Januari 2011.

Agar l;etiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengalr penempatannya daiam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakafta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Janu.ri 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diunda rgkan di Jakada
pada tanggal 13 J anu ari 20 11

SEKRET H PROV]NSI DAERAH KIIUSUS
A JAKARTA,

PANJAITAN
8261976011001

IBUI(OTA JAKARTA

A JAKARTA,


